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Abstrak 
Kebangkitan kaum santri kota berjuang melawan empat seteru:  formalisme 
kolot, kebudayaan adat dan priyayi, sikap kebarat-baratan, dan status quo 
penjajahan.1  
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I. Pendahuluan  
Muhammadiyah1 merupakan gerakan sosial Islam yang bersifat multi-wajah, 
aktivitasnya tidak hanya pada ranah masyarakat dengan menggiatkan bidang agama, 
pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, tetapi juga pada ranah struktur politik 
kenegaraan. Peran maupun respons Muhammadiyah dalam dinamika sosio-politik 
Indonesia ditentukan oleh watak rezim berkuasa. Sebagai kekuatan sosial 
kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki komitmen pada penguatan basis (umat) 
agar mereka memiliki kesadaran teologis, sosial, politik dan terus-menerus melakukan 
berbagai aktivitas yang dapat mentransformasi masyarakat menuju kepada suatu 
strata yang baik. 
Memperbincangkan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society tentu tidaklah 
mungkin dapat dilepaskan dari berbagai doktrin dan ideologi gerakannya, sejak awal 
berdiri, Muhammadiyah telah merumuskan sejumlah kerangka ideologis untuk 
memandu berbagai aktivitasnya pada ranah masyarakat maupun politik. Berbagai 
kerangka ideologi Muhammadiyah dapat disebutkan, diantaranya Langkah 12 yang 
dicetuskan oleh KH. Mas Mansur tahun 1938-1940, Muqaddimah Anggaran Dasar 
yang diinisiasi oleh Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian dilembagakan pada awal 
tahun 1950-an yang secara komprehensif memberi panduan bagi pergerakan 
Muhammadiyah, kemudian ada Kepribadian Muhammadiyah yang memperjelas 
posisi dan status Muhammadiyah, setelah itu muncul kebijakan baru lagi yakni Matan 
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang dilembagakan pada akhir 
periode kepemimpinan Letkol HM. Yunus Anis sebagai ketua PP dan efektif 
dijalankan pada kepemimpinan KH. Ahmad Badawi.  
Sejak keterlibatan aktifnya dalam politik sebagai anggota istimewa Masyumi, 
Muhammadiyah telah merumuskan Khittah perjuangan yakni Khittah Palembang 
tahun 1956-1959 yang berisi penjelasan umum mengenai Muhammadiyah seperti 
menguatkan komitmen untuk berbuat kebaikan, memperdalam tauhid, mempertinggi 
mutu amal, khittah ini tidak secara khusus membahas masalah politik, mengingat 
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Muhammadiyah bagian Masyumi. Kemudian Khittah Ponorogo 1969 yang 
mengeaskan pentingnya untuk menggiatkan gerakan amar ma’ruf nahi munkar, tidak 
hanya diarahkan pada bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam bidang politik. 
Khittah ini juga menegaskan mengenai pentingnya Muhammadiyah membina satu 
partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi warganya, pilihan yang 
tersedia ketika itu Parmusi (partai Muslimin Indonesia, didirikan tahun 1968 di 
Malang). Dua tahun kemudian, lahirlah khittah Ujung Pandang 1971 yang secara tegas 
dan jelas menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang 
tidak terkait dengan partai politik manapun (netral), tetapi memberi kebebasan kepada 
anggota untuk masuk atau tidak dalam partai politik tertentu. Khittah ini diperkuat 
lagi dengan Khittah Surabaya 1978 sebagai gerakan sosial yang memperkuat struktur 
sosial, mendorong kemandirian dan independensi masyarakat.  
Berbagai doktrin tersebut telah menegaskan bahwa Muhammadiyah sebenarnya 
secara konsepsional merupakan kekuatan civil society yang secara konsisten 
mendorong kemandirian, kesukarelaan, keswadayaan dan transformasi masyarakat. 
Hal itu juga tergambar dengan baik dalam Pedoman Hidup Islami Warga 
Muhammadiyah yang diputuskan melalui Muktamar Jakarta 2000. Dua tahun 
kemudian lahir kebijakan baru dalam soal politik yakni Khittah Denpasar 2002, untuk 
khittah ini nanti akan saya jelaskan secara singkat pada penjelasan ideology 
Muhammadiyah, selain itu ada juga Pernyataan Menjelang Satu Abad diputuskan 
Muktamar Malang 2005, serta Pernyataan Abad Kedua diputuskan Muktamar 
Yogyakarta tahun 2010 .  
 
Civil Society: Keragaman Definisi dan Posisi Muhammadiyah 
Dalam sistem politik yang otoriter, civil society tidak bisa eksis dan bahkan 
tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Demokrasi mensyaratkan adanya kesediaan tiap 
individu untuk menerima berbagai pandangan, sikap dan tingkah laku sosial serta 
terbukanya ruang publik yang bebas, karena itu demokrasi tidak menghalangi 
pandangan-pandangan alternatif bagi penyelesaian atas masalah-masalah yang 
dihadapi oleh negara-bangsa, sekaligus tidak ada jawaban yang “mutlak” hanya ada 
satu terhadap suatu masalah, tetapi tersedia banyak pilihan, tinggal memilih tawaran 
kebijakan apa yang paling baik bagi transformasi sosial masyarakat. Kondisi politik 
yang demokratis dengan kesediaan tiap individu untuk berbeda dalam berbagai 
masalah yang dihadapi, disitulah civil society bisa eksis dan menjadi dirinya sendiri. 
Perbincangan mengenai civil society (masyarakat madani) mulai populer di 
Indonesia sekitar tahun 1990-an. Bermula dari seminar nasional yang diselenggarakan 
oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Kupang dengan tema civil society yang 
diterjemahkan dengan “masyarakat warga atau kewargaan” tahun 1995. Jauh sebelum 
itu gagasan civil society telah muncul dan berkembang dalam bentuknya yang lain di 
Indonesia seperti konsep Muhammadiyah mengenai “masyarakat utama”2 dalam 
rumusan tujuannya pada Muktamar ke 41 di Solo tahun 1985, dan pada saat yang 
sama muncul gerakan-gerakan pro-demokrasi yang dianggap sebagai pilar bagi 
bangunan civil society di Indonesia, seperti Fordem (Forum Demokrasi) yang didirikan 
oleh Gus-Dur, Djohan Effendi, Marsilam Simanjuntak dan beberapa orang tokoh kritis 
lainnya.  
Dalam versi Islam, civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani, 





setelah mantan wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Anwar Ibrahim memberikan 
ceramah pada Festival Istiqlal tahun 1995 di Jakarta. Dalam ceramahnya Anwar 
Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani mendasarkan diri pada agama 
sebagai sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. 
Jadi masyarakat madani merupakan pilar utama bagi upaya untuk mewujudkan 
peradaban yang maju, yakni peradaban yang menjunjung tinggi pluralisme dan semua 
golongan dalam masyarakat dapat hidup secara damai dan sejahtera. Masyarakat 
madani merupakan usaha untuk membentuk peradaban dengan budaya kota yang 
berkeadaban dan perwujudan masyarakat baldatun thoyyibatun warabaun ghafur. 
Konsep civil society3 yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial politik di 
Indonesia sebagai entitas independen dari state diartikan dalam berbagai istilah seperti 
masyarakat sipil,4 masyarakat warga atau masyarakat kewargaan,5 untuk kebutuhan 
ini digunakan istilah Masyarakat madani,6 pemakaian istilah ini lebih mendekati esensi 
dari civil society untuk konteks Indonesia. Menurut Maswadi Rauf, bahwa masyarakat 
madani lebih dekat dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan 
munculnya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat atas praktek politik Orba yang 
telah menjauhkan nilai-nilai demokrasi dan menciptakan rezim otoritarian. Tulisan ini 
akan menggunakan secara bergantian istilah civil society dan masyarakat madani.  
Sebagai kekuatan yang menopang terwujudnya kehidupan yang demokratis, 
masyarakat madani (civil society) yang merupakan representasi dari banyak lembaga-
lembaga independen diluar state telah mendorong proses politik yang lebih 
mencerminkan kehendak rakyat. Kekuatan masyarakat madani selama rezim militer 
Orde Baru tidak mendapat tempat yang layak, karena public sphere dikendalikan, di 
awasi atau di kontrol secara ketat oleh negara.7 Pemikiran-pemikiran alternatif dari 
berbagai aliran dalam masyarakat hampir tidak mendapat tempat yang layak pada 
masa pemerintahan Orba, semua diseragamkan berdasarkan keinginan penguasa, 
sehingga para peserta didik (pelajar dan mahasiswa) ditatar melalui penataran P4 
(pedoman penghayatan & pengamalan pancasila).8 
Sejalan dengan membangun masyarakat yang kuat, dan upaya mewujudkan 
peradaban yang unggul, maju dan kuat merupakan cita-cita masyarakat madani. 
Masyarakat madani sebagai entitas tersendiri yang terpisahkan dari masyarakat 
politik, ia concern pada teriptanya kehidupan publik yang bebas. Dalam hal ini, 
masyarakat tidak harus berlawanan atau berhadap-hadapan dengan negara, karena 
hakekat dari pemerintahan demokratis menghendaki pemerintah untuk memerintah 
masyarakat madani secara tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu sedikit, artinya 
pemerintah tetap merupakan faktor krusial bagi proses demokratisasi dan reformasi 
politik yang merupakan agenda berbagai gerakan dan kelompok reformasi dalam 
masyarakat ke arah pembentukan masyarakat madani.9 Negara (pemerintah) yang 
demokratis akan menyelenggarakan tugas-tugasnya melayani publik dan melindungi 
warga negara dari segala ancaman dan gangguan dari manapun karena negara 
merupakan representase dari rakyat, sementara masyarakat madani menjadi alat 
pengawas terhadap berbagai kebijakan negara. 
Pengawasan masyarakat terhadap negara dilakukan melalui Perwakilan 
Rakyat yang merupakan lembaga politik resmi yang menjalankan fungsi-fungsi 
pengawasan/kontrol terhadap pemerintah. Masyarakat dapat berperan untuk 
melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui pendidikan politik, dengan cara 
itu, masyarakat akan memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga memahami 
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berbagai proses sosial politik yang terjadi dengan cepat, dan perubahan itu jauh lebih 
kompleks dan lebih rumit dari banyak masalah pribadi yang mereka hadapi setiap saat 
dalam kehidupannya.  
Dalam proses pembentukan masyarakat madani, adalah penting suatu 
pemerintahan politik yang demokratis, kalau sistem politik yang tidak demokratis 
adalah juga mustahil untuk membangun masyarakat madani yang independen dan 
mandiri. Menurut Giuseppe Di Palma, bahwa masyarakat madani adalah bagian 
organik sistem demokrasi, yang secara definisi berada dalam posisi perlawanan 
(opposisional) terhadap rezim-rezim absolutis, masyarakat madani adalah musuh 
alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain yang sewenang-wenang.10 
Liberalisasi politik merupakan faktor terpenting bagi bangunan masyarakat madani, 
antara negara (pemerintah) dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi dan organisasi-
organisasi sosial harus membangun hubungan kerjasama yang saling kooperatif dan 
bukan dalam bentuk konflik. 
Masyarakat madani artinya berkembangnya organisasi-organisasi otonom yang 
memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik yang tertib (civilized). 
Kehadiran masyarakat madani guna menciptakan masyarakat civilized (berkeadaban) 
yang merupakan faktor pendukung bagi proses demokratisnya suatu masyarakat, 
tanpa masyarakat madani yang tertib dan teratur, akan sulit menciptakan 
pemerintahan sipil yang demokratis. Di Iran basis utama masyarakat madani adalah 
dawrah (secara literal berarti “lingkaran”) yang merupakan kelompok informal 
individu-individu yang bertemu secara periodik. Kelompok ini dapat terbentuk 
melalui ikatan-ikatan profesi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi.11 Para anggota 
dawrah terlibat dalam berbagai pertukaran informasi dan visi untuk membangun Iran 
yang lebih civilized dan bebas dari opresi negara.12 Di Polandia para pejuang 
mengusung “program of self-limitation” yang bertumpu pada dua hal yakni 
pengorganisasian masyarakat dari bawah dan targetnya diarahkan pada civil society 
bukan Negara. Di Jerman, civil society hadir sebagai jawaban atas krisis walfare state, di 
Perancis civil society muncul sebagai jawaban atas semakin otoriternya kapitalisme, di 
Amerika civil society hadir sebagai alternative terhadap kelas, di Amerika Latin civil 
society hadir sebagai jawaban untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok 
face-to-face dengan Negara.13 
Elemen penting lain dari civil society adalah ekonomi pasar, media komunikasi 
yang independen, faktor-faktor keahlian dalam semua aspek kebijakan pemerintah 
yang independen dari pengaruh negara, dan jaringan kelompok-kelompok sukarela 
yang berkembang secara leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan 
itu orang-orang menangani urusan-urusan mereka sendiri.14 Kesukarelaan dan 
kemandirian merupakan ciri terpenting dari masyarakat madani yang tertib, teratur 
dan berkeadaban. Antara pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilihan yang 
demokratis akan melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang 
terorganisir.  
Pemikir politik terpenting abad ke XX berkebangsaan Italia Antonio Gramsci 
(1891-1937) mengemukakan gagasannya tentang hegemoni yang merupakan landasan 
alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci mengenai masyarakat madani 
memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi Gramsci di zamannya terjadi 





society) dalam analisisnya tentang supremasi dan hegemoni. Gramsci seperti dikutip 
Mansour Fakih 
Apa yang dapat kita kerjakan, sejenak adalah menyediakan 
dua “aras” super-struktur, satu yang dapat disebut “masyarakat sipil 
(madani)”, yakni esemble organisme yang biasanya disebut “privat”, 
dan aras lain yaitu “masyarakat politik” atau “negara”. Dua aras ini 
pada satu sisi hubungan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok 
dominan menjalankan seluruh masyarakat dan sisi lain berhubungan 
dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dijalankan melalui 
negara dan pemerintahan “juridis”15  
 
Antara masyarakat madani dengan negara merupakan dua entitas yang 
berbeda. Yang satu merupakan lingkungan privat dan yang lain merupakan arena 
publik yang bebas untuk mengartikulasikan berbagai sikap-sikap politik, masyarakat 
madani merupakan arena transformasi sosial politik menuju pada perubahan yang 
lebih demokratis, sementara yang lain (negara) merupakan arena publik yang 
dikontrol melalui hegemoni oleh kekuasaan negara. Bagi Gramsci masyarakat madani 
adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan sejarah masa depan 
masyarakat mereka. Secara rinci Nurcholis Madjid memberikan kerangka konsep 
untuk memahami istilah masyarakat madani dalam kaitannya dengan proses 
perubahan masyarakat menjadi lebih demokratis 
Bahwa demokrasi sebagaimana yang dipahami di negara maju 
harus punya “rumah”, maka rumahnya adalah “masyarakat madani” 
(civil society), dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, 
federasi, persatuan, partai, dan kelompok-kelompok bergabung menjadi 
perisai antara negara dan warga negara. Keberadaan dari masyarakat 
madani mendorong proses demokratisasi, karena yang menjadi inti dari 
konsep ini adalah terbukanya ruang publik bagi keterlibatan rakyat, 
masyarakat madani adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi 
dan sekaligus menjadi lawan bagi rezim-rezim absolutis.16 
 
Eksisnya masyarakat madani adalah terbukanya public sphere (ruang publik) 
secara luas yang menyebabkan masyarakat (rakyat) dapat terlibat secara aktif dalam 
mendorong demokratisasi, antara masyarakat madani dengan demokrasi merupakan 
dua hal yang sulit untuk dipisahkan, keduanya merupakan musuh dari rezim-rezim 
absolutis. Rezim otoriter (totalitarianisme) berusaha untuk mematikan ruang publik 
dan segala pemikiran-pemikiran kritis, organisasi sosial, dan asosiasi lainnya dikontrol 
secara ketat oleh negara, karena itu independensi masyarakat madani hilang, karena 
dikooptasi oleh negara. Keswadayaan, kesukarelaan, dan kemandirian  adalah hal 
yang sulit dipisahkan dari masyarakat madani. Hikam mengatakan, bahwa 
masyarakat madani (civil society) didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang 
terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan 
kemandirian berhadapan dengan negara,.. kebersamaan, kepercayaan, tanggungjawab, 
toleransi, kesamarataan, kemandirian, dan seterusnya merupakan esensi dalam sebuah 
civil society yang mandiri dan kuat.17 
Masyarakat madani berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan negara, kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat 
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kontrol terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan tempat bagi 
eksisnya masyarakat madani. Negara tidak mempunyai alasan untuk mendikte 
masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran masyarakat madani 
merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara (political society). Antara negara 
(state) dan masyarakat (society) harus terjadi check and balance dalam mencapai 
kehidupan politik yang demokratis. Dalam sistem demokratis, pemerintah 
menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh 
kepada hukum, dengan berpegang pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada 
hukum kehidupan bernegara berjalan diatas kepentingan masyarakat dan bukan 
berdasarkan segelintir kepentingan kelompok dan individu.  
Masa depan masyarakat madani akan sangat ditentukan oleh dua hal; pertama, 
kesiapan warga masyarakat sendiri untuk memainkan peran yang aktif sehingga 
dianggap cukup kuat oleh pihak negara; kedua, sikap penguasa politik.18 Kalau 
penguasa politik bertindak berlebihan akan menghambat tumbuhnya masyarakat 
madani, tetapi kalau penguasa bertindak bijak, arif dan demokratis akan membuat 
posisi masyarakat madani kuat dan diperhitungkan. Kehadiran masyarakat madani 
merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung proses demokratisasi atau 
menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih berkeadaban. Terbentuknya 
masyarakat madani merupakan bagian mutlak dari ciri-ciri kenegaraan, yaitu 
mewujudkan keadilan sosial.19 
Dalam konteks keragaman gagasan dan varian-varian civil society itulah, posisi 
Muhammadiyah dapat dipotret sebagai suatu kekuatan masyarakat yang oleh 
sebagian kalangan dimasukkan dalam kelompok civil society. Sebagai kekuatan civil 
society, Muhammadiyah termasuk organisasi yang sulit hadir sebagai kekuatan civil 
society karena begitu kuatnya hubungannya dengan Negara dan bahkan Presiden 
Soeharto secara terbuka telah mengakui bahwa dirinya adalah anak didik 
Muhammadiyah. Kendati Muhammadiyah telah merumuskan konsep masyarakat 
yang ideal dan melakukan berbagai aktivitas sukarela untuk merealisasikan visi 
kemasyarakatan itu, namun tidak dipandang sebagai suatu kelas sosial yang efektif 
untuk menyediakan infrastruktur masyarakat yang mandiri dan independen, karena 
Muhammadiyah sendiri bukanlah organisasi yang mandiri dalam pembiayaan 
kegiatannya, meski memiliki berbagai amal usaha, tetapi itu tidak cukup membantu 
menyukseskan sejumlah kegiatannya, akibatnya bantuan dari Negara menjadi pilihan 
utama. Meski meminta bantuan Negara itu rasional dan obyektif, karena 
Muhammadiyah membantu Negara dalam berbagai kegiatannya, tetapi langkah 
mengintegrasikan dirinya dengan Negara dengan begitu kuat telah menjerumuskan 
gerakan ini menjadi gerakan yang terkooptasi oleh kekuasaan.  
Civil society hadir sebagai jawaban atas lemahnya posisi masyarakat 
berhadapan dengan Negara, ia hadir untuk memajukan dirinya sendiri serta 
cenderung membatasi diri dari pengaruh dan intervensi Negara yang telah diciptakan 
sebagai ruang kegiatannya. Civil society dimaknai sebagai jaringan produktif dari 
berbagai kelompok sosial yang mandiri, independen yang terletak antara Negara dan 
keluarga atau individu. Dalam sistem politik otoriter, Muhammadiyah dipandang 
sukses menjalankan berbagai kegiatannya, karena watak akomodasional yang kuat 
sehingga sukses mempengaruhi kebijakan Negara, akibatnya, posisi sebagai kekuatan 
civil society yang semestinya memprakarsai berbagai kerjasama dan membangun 





solidaritas kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi 
sulit dilakukan oleh Muhammadiyah.  
Dalam posisi yang nyaris sulit lagi dipisahkan dari Negara itu, Amien Rais 
dengan Muhammadiyahnya hadir sebagai suatu kekuatan civil society di penghujung 
kekuasaan Orde Baru dengan mengusung berbagai wacana demokratisasi dan 
penguatan masyarakat. Isu suksesi digagas Amien Rais pada Tanwir Surabaya 1993 
memperoleh respons yang sangat luas dari berbagai pihak, khususnya pejabat Negara, 
demikian pula dengan gagasannya tentang korupsi, kasus Freeport dan kasus Busang. 
Langkah penting yang tidak bisa diabaikan adalah pernyataan kesediaan Amien Rais 
sebagai Calon Presiden pada 1997 yang kemudian diikuti dengan makalahnya pada 
Ramadhan di Kampus (RDK) UGM yang berjudul “Keharusan Suksesi 1998” telah 
membawa masuk Muhammadiyah ke jantung perdebatan politik, sosial, ekonomi dan 
kemanusiaan di Indonesia. Apa yang dilakukan Amien Rais sebenarnya sebagai 
bagian dari interpretasi ideologi Muhammadiyah yakni ideologi amar ma’ruf nahi 
munkar.  
Sikap Amien Rais tersebut menurut penilaian saya setidaknya telah 
membebaskan atau mengurangi stigma bahwa Muhammadiyah merupakan bagian 
dari Negara. Sikap oposan itu sebagai upaya mengimplementasikan gagasan amar 
ma’ruf nahi munkar yang juga tercermin dengan baik dari teologi Al-Ma’un, suatu 
doktrin keagamaan yang memandu aktivitas kemanusiaan Muhammadiyah dalam 
rentang sejarah eksistensinya. Amien Rais diluar kontroversinya, telah melahirkan 
kembali Muhammadiyah dalam mengimplementasikan doktrin dan gagasan sosial 
keagamaan Muhammadiyah yang telah dirumuskan sejak gerakan ini berdiri 1912 
hingga dewasa ini, karena berhasil meletakkan kembali arah perjuangan 
Muhammadiyah. Menjadi ketua PP Muhammadiyah pada periode krusial itu memang 
tidaklah mudah, mengingat posisi Muhammadiyah dan konteks politik yang dihadapi, 
sekali salah mengoperasionalkan strategi perjuangan, maka akan kehilangan 
momentum untuk mentransformasi masyarakat. Pada masa itu, Ketua PP bisa menjadi 
apa saja, kalau saja Amien Rais bersabar, maka ketua Presidium yang bentuk Soeharto 
pada 1998, sebenarnya Amien Rais sudah menjadi Presiden Indonesia. 
 
Muhammadiyah: Antara Kekuatan Civil Society dan Dakwah 
Dalam diskursus tentang civil society selalu saja konsep ini dikaitkan dengan 
berbagai kekuatan non-state, Muhammadiyah termasuk dalam kelompok non-state 
yang memperjuangkan tegaknya masyarakat mandiri yang bebas dari intervensi 
Negara dan dapat menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif melalui suatu 
mekanisme control terhadap kekuasaan. Perbincangan tentang civil society tidak bisa 
dilepaskan dari persoalan sistem politik dan kekuasaan, khususnya dalam sistem 
politik yang otoriter. Gerakan sipil di sejumlah Negara secara umum dimainkan oleh 
kekuatan-kekuatan independen dan kelompok keagamaan yang berkolaborasi untuk 
membangun masyarakat yang demokratis. Dalam kasus gerakan massa di Filipina 
yang berhasil menjatuhkan Ferdinan Marcos misalnya dengan jelas gerakan itu 
merupakan hasil dari inisiasi kekuatan gereja yang tidak bisa lagi mentoleransi 
kebijakan-kebijakan represif Marcos serta korupsi kekuasaan yang sudah begitu 
massif. Dalam kasus yang lain misalnya, mobilisasi kekuatan sispil yang merupakan 
hasil koalisi pimpinan kelompok keagamaan tampak pula dalam gerakan sipil di 
Polandia yang berhasil melakukan reformasi sistem politik dan kekuasaan.  
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Dalam kerangka penjelasan yang hampir sama dengan spirit perjuangan 
tersebut, Muhammadiyah mengkonseptualisasi gagasan civil society pada Muktamar 
Solo 1985 yang mengubah azas organisasi dan sekaligus melakukan perubahan 
terhadap tujuan organisasi, perubahan dari rumusan “…agar terwujud masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya”, menjadi  “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 
sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur“20 sebagai respons kreatif atas 
kebijakan represif Negara yang memaksakan azas tunggal sebagai azas semua ormas 
dan partai politik. Adaptasi konsepsional ini tidak lalu menggeser seluruh strategi 
gerakan, bahkan dengan adaptasi konsepsional inilah eskalasi gerakan 
Muhammadiyah semakin luas dan proses ekspansi ke dalam tubuh Negara menjadi 
semakin intensif dilakukan, hingga memunculkan kesan bahwa Muhammadiyah telah 
terkooptasi oleh Negara, hal itu ditunjukkan dengan hadirnya sejumlah birokrat dan 
petinggi Golkar di berbagai daerah sebagai ketua PDM dan PWM. Logika politik 
sederhana akan muncul bahwa Muhammadiyah bukanlah kekuatan civil society, 
melainkan telah terkooptasi oleh Negara, aparatu Negara masuk menguasai 
kepemimpinan Muhammadiyah, implikasi dari masuknya para birokrat dan politisi 
itu adalah lemahnya independensi sikap Muhammadiyah terhadap Negara.  
Para birokrat dan politisi yang memimpin sejumlah PDM dan PWM di 
berbagai daerah sangat tidak menyukai langkah Amien Rais mengoreksi berbagai 
kebijakan Negara yang tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Orang 
bermuhammadiyah identik dengan kepentingan dan orientasi diri masing-masing 
untuk mencapai tujuannya, hingga kini, masih ditemukan “kader” yang hanya 
mencari posisi aman bagi terpenuhinya kepentingan dan ambisi politiknya. Mereka 
ini, tidak hanya sekedar menciderai prinsip-prinsip moral perjuangan 
Muhammadiyah, tetapi juga menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan 
Muhammadiyah mewujudkan masyarakat ideal yang khairah ummah. Dalam hal ini, 
Muhammadiyah menghadapi masalah internal yang tidak sederhana, selain juga 
masalah eksternal yang semakin kompleks. 
Dari gagasan masyarakat utama yang diinspirasi oleh Al-Farabi dari 
konsepnya al-madinah al-fadhilah itu, Muhammadiyah telah memperkenalkan gagasan 
civil society untuk membangun masyarakat yang mandiri, sukarela dan 
berswasembada. Untuk mewujudkan masyarakat utama, Muhammadiyah 
mengembangkan dan menonjolkan konsep perjuangan amar ma’ruf nahi munkar artinya 
umat harus diajak untuk kembali ke ajaran Islam yang otentik, murni dan belum 
tercemar oleh pengaruh-pengaruh luar Islam. Sikap untuk kembali kepada al-Qur’an 
dan Sunnah tidak lalu dianggap sebagai langkah untuk mengukuhkan paham 
wahabisme dalam Muhammadiyah, tidak juga meletakkan Muhammadiyah sebagai 
gerakan purifikasi yang ortodok, tetapi sebagai manifestasi dari kuatnya pemahaman 
keagamaan yang totalistik untuk mendefinisikan kembali nilai-nilai kemanusiaan 
Islam dengan mengikis habis sinkretisme serta takhayul, bid’ah dan khurafat. 
Ketika umat telah menjalankan ajaran Islam secara murni, maka proses menuju 
kepada terbentuknya pilar-pilar masyarakat madani akan tampak. Kebersihan 
keimanan dan keyakinan merupakan syarat penting dalam membangun umat yang 
kuat, jujur, dapat bersikap adil dalam segala hal, dan memiliki kepribadian yang 
tinggi, itulah individu yang dikehendaki oleh Islam, dan manusia akan dapat 






II. Ideologi Muhammadiyah dan Konstruksi Masyarakat Ideal  
Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad ketika pertama kali datang (hijrah) ke 
Yastrib (Madinah) yang dikerjakan adalah membangun masjid sebagai pusat segala 
kegiatan termasuk urusan ekonomi dan politik. Hal ini menandakan, bahwa Nabi 
memang memberikan perhatian kepada pembentukan karakter manusia yang ber-
Tauhid, manusia yang memiliki akhlak mulia, manusia yang dapat berlaku jujur 
dalam kehidupannya. Perhatian Nabi pada pembentukan manusia yang demikian 
berimplikasi kepada kehidupan sosial kemasyarakatan, karena manusia adalah 
mahluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain atau dunia diluar dirinya. 
Istilah Madinah biasa diartikan dengan kota, tetapi banyak ahli mengatakan bahwa 
Madinah itu bermakna “peradaban”. Masyarakat yang hidup bersama Nabi adalah 
potret masyarakat yang patut dicontoh oleh manusia yang hidup setelahnya. Risalah 
Islam disampaikan oleh Nabi di Mekah yang menghabiskan waktu belasan tahun 
tetapi tidak memberikan hasil yang menggembirakan, maka setelah Hijrah ke Yastrib 
(Madinah) sebuah kota waha atau oase21 yang subur sekitar 400 Km sebelah utara 
Mekah, dakwah Islam berkembang pesat dan berpengaruh luas. Dari kota ini pula 
Nabi membangun masyarakat madani yang demokratis dan tidak ada diskriminasi 
atas golongan tertentu, segala urusan sosial, politik dan pertahanan menjadi 
tanggungjawab bersama masyarakat.  
Masyarakat yang di bangun oleh Nabi adalah masyarakat yang berbudi luhur, 
bermoral tinggi dan itulah masyarakat madani yang berperadaban. Masyarakat  
madani yang diwarisi oleh Nabi tersebut menurut Madjid bercirikan egalitarianisme, 
penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, 
kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan 
penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.22 
Prototipe masyarakat yang dibangun oleh Nabi itulah yang hendak diterjemahkan 
oleh Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan sosial keagamaannya, selain 
menguatkan kembali tauhid yang benar, tetapi juga menumbuhkan sikap egalitarian 
yang menjadi ciri dari masyarakat khairah ummah.23  
Dalam doktrin al-Ma’un, Muhammadiyah menegaskan bentuk pemihakan 
pada konstruksi masyarakat yang ideal, masyarakat khairah ummah, yang adil, tertib 
dan berkesimbangan. Kyai Dahlan secara radikal telah menunjukkan bentuk Islam 
berkemajuan dengan memaknai doktrin-doktrin Islam yang diimplementasikan dalam 
kehidupan nyata, bukan doktrin yang hanya sekedar dipahami, tetapi tidak 
dijalankan. Dalam Muaqdimah AD Muhammadiyah dinyatakan dengan sangat baik 
mengenai konstruksi masyarakat ideal itu “..Masyarakat yang sejahtera, aman dan 
damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan diatas keadilan, kejujuran 
persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum 
Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pada pengaruh syaitan dan hawa nafsu”. 
Pernyataan ini memberi pengetahuan bahwa hakekat kehidupan bermasyarakat 
adalah terciptanya keseimbangan sosial ysng didasarkan pada nilai-nilai kebaikan. 
Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang menjadi 
rujukan ideal bagi warga Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat telah 
dinyatakan bahwa Muhammadiyah mendorong setiap muslim untuk menjalin 
persaudaraan dengan menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada 
lingkungan sosial, menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, mewujudkan 
kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa 
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toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan 
amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang 
dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat shalih dan 
utama, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan 
amar ma’ruf nahi munkar, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi 
masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan 
yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, 
peduli pada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam 
kebaikan dan hubungan-hubungan sosial yang lainnya yang bersifat ishlah menuju 
terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.24 
Dalam PHIWM secara umum memberi arah bagi aktivitas warga 
Muhammadiyah, sementara posisi dan peran sosio-politik Muhammadiyah ditegaskan 
dalam Khittah Denpasar 2002. Khittah ini menurut saya lahir dalam situasi dimana 
Muhammadiyah menghadapi konteks politik yang sedang berubah, sekaligus pada 
saat itu muncul istilah kader terbaik Muhammadiyah untuk menyebut Amien Rais 
yang akan maju sebagai Capres pada Pilpres 2004. Dengan penyebutan ada semacam 
beban politik Muhammadiyah untuk menyukseskan pencapresan Amien Rais, itulah 
yang kemudian diputuskan melalui Rapat Pleno bulan Pebruari 2004 di Yogyakarta 
yang keputusannya mendukung segala langkah dan peran Amien Rais dan meminta 
warga Muhammadiyah untuk memilih Capres yang membawa misi reformasi dan 
perbaikan masyarakat. Keputusan Pleno itu dengan sendirinya diarahkan pada Amien 
Rais (kader terbaik) yang akan dihibahkan untuk bangsa, akibatnya infrastruktur 
Muhammadiyah dipergunakan untuk menyukseskan pencapresan Amien Rais. 
Meski demikian, Muhammadiyah dalam melaksanakan misi penegakkan amar 
ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah menggunakan dua strategi perjuangan yakni; 
pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan 
kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-
partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan politik. 
Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau 
pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high 
politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan Negara dengan perjuangan moral 
(moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan 
Negara sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest 
group).25  
Dari pernyataan diatas, tampak terlihat bahwa Muhammadiyah tidaklah 
berbeda dengan partai politik dalam memainkan peran-peran kebangsaannya, namun 
kemudian diteruskan mengenai kekhususan perjuangan Muhammadiyah dalam 
bidang kemasyarakatan dengan menekankan pada pemberdayaan yang bertujuan 
untuk membentuk masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai 
pilar utama terbentuknya Negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan cara semacam 
itulah misi menegakkan sebagai rahmatan lil’alamin dapat terwujud. Misi kerisalahan 
dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan 
melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan 
yang lahir dari proses mendefinisikan persoalan-persoalan keummatan dengan tujuan 
untuk membawa kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat 





membaca secara kritis pernyataan abad kedua yang merinci berbagai gerak langkah 
Muhammadiyah dan merancang agenda perjuangan masa depan.  
Khittah Denpasar menjadi titik point untuk memotret posisinya sebagai 
kekuatan civil society, artinya perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik 
memang relatif sangat tipis, bahkan tidaklah berbeda jauh, dalam point ketiga Khittah 
tersebut dinyatakan bahwa “Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat 
sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang 
sebenar-benarnya. Sedang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 
kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh 
melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip 
perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan Negara yang 
demokratis”.26 
 
III. Menuju Ke Arah Praksis Muhammadiyah yang Ideal  
Dalam Khittah Ujung Pandang 1971, Muhammadiyah telah menegaskan 
mengenai hubungannya dengan partai politik dan sekaligus memproklamasikan 
dirinya sebagai kekuatan civil society. Dalam Khittah itu memuat beberapa hal; pertama, 
secara tegas Muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar 
netral terhadap politik praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan 
afiliasi apa pun. Kedua, jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap 
Partai Muslimin Indonesia, pada Khittah tahun 1971 secara jelas Muhammadiyah 
menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai apa pun termasuk Parmusi 
berada di luar Muhammadiyah, dengan semangat melakukan amar ma‘ruf dan nahi 
munkar terhadapnya, artinya melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan 
politik. Ketiga, memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan 
hak politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari Muhammadiyah. 
Sikap netral tersebut disempurnakan lagi dalam Khittah Surabaya 1978, yang memuat 
sikap bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam 
segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan 
organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau 
Organisasi apa pun. Lebih dari itu, ditegaskan bahwa  setiap anggota Muhammadiyah 
sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, 
sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. 
Ada beberapa pikiran untuk mengembangkan format peran sosial 
kemasyarakat Muhammadiyah untuk memperkuat sistem politik yang demokratis, 
tetapi dengan jalan non politik praktis. (1). Muhammadiyah harus tetap menjadi 
kekuatan moral yang senantiasa beramar makruf dan bernahi munkar, berjuang demi 
tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat, (2) Muhammadiyah harus menjadi juru bicara 
bagi aspirasi politik rakyat, (3) Muhammadiyah harus ikut mengawal proses-proses 
politik dan kebijakan publik, misalnya APBN dan APBN. Muhammadiyah menjadi 
aspiran dan watchdog terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta dampat 
pembangunan terhadap kualitas hidup rakyat, (4) Muhammadiyah harus melakukan 
pendidikan untuk mempercepat proses demokrasi dengan segala prasyarat dan 
konsekuensinya, (5) Muhammadiyah dalam dakwahnya harus mendorong kemajuan 
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untuk terwujudnya peradaban utama, (6) Muhammadiyah harus menjadi referens bagi 
kemajuan bangsa, dengan menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menjunjung 
tinggi moralitas, demokrasi, keadilan, transparansi dan egalitarianisme, (7) 
Muhammadiyah harus menjadi zona damai. Artinya, siapapun kader Muhammadiyah 
yang terlibat konflik politik di partai, ia harus menanggalkan konflik itu dan 
berinteraksi dengan semangat ukhuwwah, dan (8) Muhammadiyah harus menjadi 
zona suci. Artinya, setiap kader Muhammadiyah yang mungkin terbiasa korup 
(semoga tidak ada) di luar, tidak akan membawa kebiasaan buruk itu ke dalam 
Muhammadiyah. Alih-alih seperti itu, setiap kader Muhammadiyah harus 
menunjukkan dirinya sebagai kader yang bermoral luhur dan berperadaban tinggi. 
Sebuah konstruksi masyarakat madani yang demokratis tidak akan dapat 
terwujud diatas sistem sosial politik yang otoriter, paternalistik dan feodal. Wawasn 
etis dan moral menjadi penting bagi munculnya masyarakat yang berperadaban, 
sebagaimana dinyatakan oleh Nurcholish Madjid berikut “Masyarakat yang 
demokratis berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berazaskan ketuhanan 
Yang Maha Esa. Masyarakat demokratis tidak akan mungkin tegak tanpa masyarakat 
yang berperadaban, masyarakat madani. Berada di lubuk paling dalam dari 
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